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ABSTRAK 

 

Salah satu produk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah munculnya 

beberapa permainan online. Dalam permainan online itu dibuat beberapa virtual property 

untuk digunakan didalam permainan online tersebut yang mana virtual property tersebut 

memiliki nilai ekonomi. Dalam Undang-Undang Hak Cipta dikenal hak ekonomi yaitu, hak 

pencipta ataupun pemegang hak cipta untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. 

Namun, dalam kenyataannya keuntungan ekonomi tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh 

pencipta ataupun pemegang hak cipta dikarenakan adanya transaksi yang dilakukan diantara 

para pemain permainan online yang dinamakan dengan Real Money Trading. Transaksi ini 

terjadi karena banyak pihak yang merasa bahwa Virtual Property yang ada pada penguasaan 

mereka adalah kepemilikannya. Terhadap Real Money Trading ini akan dilakukan penelitian 

yuridis normatif mengenai bagaimana status dari Virtual Property tersebut dari segi hak cipta 

dan bagaimana Real Money Trading tersebut jika ditinjau dari segi keperdataan. Dari 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pihak yang memiliki dan berhak atas Virtual 

Property adalah Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta dan secara perdata transaksi Real 

Money Trading tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum dikarenakan melanggar salah 

satu syarat dari keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. Dalam Real Money Trading belum ada aturan yang secara tegas mengatur mengenai 

status kebendaan dari Virtual Property ini yang mengakibatkan kekeliruan terhadap siapa 

pihak yang berhak dari sebuah Virtual Property. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak 

memberikan pengertian tegas mengenai Virtual Property dan Undang Undang Hak Cipta 

hanya dapat memberikan penjelasan tentang program komputer secara umum. Sehingga 

diperlukan sebuah aturan yang menjelaskan secara jelas mengenai status kebendaan dari 

virtual property, subjek yang berhak atas Virtual Property dan hak-hak yang ada dalam 

Virtual Property. 

 

Kata Kunci : Virtual Property, Real Money Trading, Pencipta, Pemegang Hak Cipta,  Perjanjia 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Internet merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia pada 

zaman sekarang. Penggunaan internet pada saat ini sangatlah luas dan tidak terbatas 

hanya pada hal tertentu. Internet pada saat ini banyak digunakan untuk 

menggantikan peranan - peranan media yang telah lazim dipakai. Sebagai contoh, 

sebagai media pembayaran, baik pembeli maupun penjual dapat menggunakan 

internet sebagai media dalam bertransaksi barang atau jasa. Contoh lainnya, sebagai 

media komunikasi, internet berperan menggantikan media-media yang biasanya 

digunakan seperti koran, radio ataupun televisi. 

Beberapa kelebihan tersebut menjadi alasan yang menyebabkan banyak orang 

yang tertarik dalam menggunakan internet baik untuk kepentingan pribadi maupun 

untuk kepentingan ekonomi. Salah satu bentuk kegiatan untuk kepentingan 

ekonomi adalah sektor usaha penyedia layanan permainan online. Permainan online 

sendiri adalah sebuah permainan yang mensyaratkan koneksi internet agar dapat 

dimainkan. Tanpa adanya koneksi internet, permainan tersebut tidak akan dapat 

dimainkan. 

Jumlah gamer di Indonesia saat ini di prediksi sudah mencapai 34 juta orang. 

Dari jumlah tersebut, 19,9 juta diantaranya adalah gamer online berbayar dan rata-

rata pengeluarannya mencapai 9,12 dolar Amerika Serikat (AS)1.  

Sebuah permainan online dikelola oleh sebuah perusahaan pengembang 

permainan online yang disebut sebagai developer. Dengan memegang lisensi atas 

sebuah permainan online, maka developer tersebut bebas untuk memanfaatkan 

sebuah permainan online untuk mencari keuntungan dari para player online. player 

online atau disebut sebagai player adalah orang yang menggunakan jasa permainan 

                                                             
1http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/08/06/gamer-indonesia-diprediksi-capai-34-juta-orang-

428379 diakses 9 Agustus 2018 pukul 15.33 WIB. 

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/08/06/gamer-indonesia-diprediksi-capai-34-juta-orang-428379
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2018/08/06/gamer-indonesia-diprediksi-capai-34-juta-orang-428379
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online termasuk semua hal-hal yang ada didalam permainan online tersebut, seperti 

virtual property. 

Dalam sebuah permainan online, terdapat berbagai macam benda-benda virtual 

yang mana kerap disebut dengan virtual property 2 . Pada permainan online 

kepemilikan virtual property ini dapat meningkatkan kekuatan karakter dalam 

permainan online yang dimainkan oleh seseorang atau hanya untuk sekedar 

memberikan kepuasan kepada pemilik virtual property tersebut. Biasanya semakin 

langka sebuah virtual property maka akan memberikan efek yang lebih besar 

kepada karakter dalam permainan online tersebut. 

Joshua A.T. Fairfield, mengemukakan bahwa3: 

“virtual property shares three legally relevant characteristics with real world 

property: rivalrousness, persistence and interconnectivity. Based on these shared 
characteristics, subsequent sections will show that virtual property should be treated 

like real world property under the law” 

Jika mengacu pada pemikiran Joshua A.T Fairfield ini, maka virtual property 

ini dapat diperlakukan sebagaimana layaknya property yang ada di dunia nyata. 

Hak cipta dari suatu permainan online dipegang oleh pengembang permainan 

online tersebut. Dengan memegang hak cipta dari suatu permainan online tersebut, 

artinya pengembang permainan online tersebut merupakan pemilik hak pribadi atas 

permainan online tersebut. 

Virtual property merupakan kode-kode pada teknologi komputer yang dibuat 

berdasarkan rumus algoritma dengan sedemikian rupa dan dibuat dengan meniru 

objek-objek yang ada pada dunia nyata dan hanya eksis pada dunia siber4. Segala 

bentuk transaksi atas virtual property juga memerlukan media komputer agar 

transaksi tersebut dapat dilangsungkan.  

                                                             
2 Virtual proerty sering disebut sebagai didefenisikan sebagai suatu objek atau benda yang bersifat tidak 

berwujud yang diperjual belikan guna digunakan dalam komunitas online atau permainan online.  

3 Joshua A.T. Fairfield, Virtual Property, (Bloomington: Indiana University School Of Law, 2005), hal. 

1053.  

4 https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4163 diakses tanggal 28 agustus 2018 pukul 00: 28 WIB. 

https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4163
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Dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 selanjutnya 

disebut dengan UUHC disebutkan : “Program Komputer adalah seperangkat instruksi 

yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang 

ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil 

tertentu”. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI) 

program diartikan sebagai urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk 

membuat fungsi atau tugas tertentu5. 

Virtual property ini sampai sekarang belum memiliki batasan yang jelas. 

Belum ada aturan hukum positif yang jelas mengatur mengenai virtual property. 

Para pengembang permainan online selaku pemegang lisensi maupun perusahaan 

di Indonesia yang melisensi permainan online tersebut semata-mata melindungi diri 

mereka dengan End User License Agreement (EULA). EULA ini berfungsi sebagai 

Term Of Service (ToS) bagi para pemain yang akan memainkan suatu permainan 

online. EULA ini merupakan perjanjian sepihak 6  yang dibuat oleh pihak 

pengembang permainan yang hares disetujui oleh pemain, jika ingin memainkan 

permainan online tersebut. 

Dalam EULA biasanya terdapat sebuah klausula baku yang menyatakan bahwa 

perangkat lunak (software), website, dan fasilitas lainnya yang disediakan oleh 

developer adalah mutlak merupakan milik developer sebagai publisher dan mitra 

usahanya. Berdasarkan ketentuan UUHC, hak cipta memiliki hak ekonomi atas 

barang yang merupakan ciptaannya. Hal ini disebutkan dalam pasal 8 yang 

berisi :“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk 

mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut, developer sebenarnya berhak sepenuhnya 

untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi terhadap virtual property tersebut. 

Segala bentuk transaksi atas virtual property tersebut seharusnya memberikan 

                                                             
5 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program diakses tanggal 28 agusts 2018 pukul 00.35 WIB. 

6 EULA ini pada umumnya berbentuk dokumen digital yang di dalamnya terdapat butir-butir kesepakatan 

yang dibuat oleh pihak pengembang game online. Pemain harus menyetujui EULA ini dengan meng-klik 

tombol accept atau ok, dibagian bawah EULA tersebut. Tanpa menyetujui EULA ini, pemain tidak akan 

dapat memainkan game online tersebut. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program
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keuntungan ekonomi kepada developer selaku pengembang permainan online. 

Namun dalam prakteknya, virtual property ini seringkali diperdagangkan antara 

player online di dunia nyata dengan menggunakan mata uang yang sebenarnya. 

Praktek ini terjadi bukan hanya di Indonesia melainkan terjadi di seluruh dunia. Hal 

yang mendasarinya adalah para player online merasa bahwa virtual property yang 

dimilikinya adalah merupakan kepemilikannya, sehingga mereka merasa berhak 

untuk melakukan perjanjian jual beli antara para player dengan objek jual belinya 

adalah virtual property tersebut. Padahal para player sebenarnya tidak secara sah 

memiliki virtual property tersebut, melainkan hanya menguasai dan memakai 

virtual property tersebut mengingat mereka telah menyetujui klausula dalam EULA 

yang menyatakan bahwa software adalah milik developer. Praktik jual beli dengan 

menggunakan mata uang yang sebenarnya tersebut sering disebut dengan Real 

Money Trading. 

Real Money Trading ini merupakan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi 

pihak developer sebagai pengembang permainan online tersebut. Kerugian ini 

muncul dikarenakan para player seharusnya membayar sejumlah uang kepada 

pihak developer untuk memperoleh virtual property tertentu. Namun dalam Real 

Money Trading, para player tidak perlu untuk membayar sejumlah uang kepada 

pihak developer, melainkan para player melakukan transaksi dengan player lainnya. 

 

ALUR DALAM REAL MONEY TRADING 

 

 

 

Developer Player 1 Player 2 
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Keterangan :  

developer menjual virtual property kepada player 1 selaku pembeli yang mana 

transaksi terjadi langsung antara developer dengan player 1. Kemudian player 1 

menjual virtual property tersebut kepada player 2. Transaksi antara player 1 yang 

menjual virtual property kepada player 2 inilah yang dinamakan Real Money 

Trading. 

Klausula baku yang dibuat oleh pihak developer tersebut pada dasarnya belum 

membatasi praktik Real Money Trading ini. Melalui klausula baku dalam EULA 

tersebut pihak developer hanya mengklaim bahwa segala virtual property yang ada 

dalam permainan online adalah miliknya bukan membatasi mengenai Real Money 

Trading ini. Dalam hukum positif Indonesia pengertian mengenai hak milik diatur 

dalam pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : 

“Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasan dan untuk 

berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalakan tidak bertentangan 

dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang 

berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak 

mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum danpenggantian 

kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan” 

Dari pengertian tersebut sebenarnya dapat diketahu bahwa developer selaku 

pemegang hak milik adalah pihak yang sebenarnya berhak untuk menikmati suatu 

barang sepenuhnya serta berhak untuk menerima sejumlah uang dari para player 

yang akan menggunakan virtual property tersebut. Namun faktanya, player justru 

melakukan transaksi Real Money Trading dengan player lainnya. 

Melihat fakta-fakta tersebut, kemudian menimbulkan permasalahan mengenai 

bagaimana pengaturan tentang fenomena Real Money Trading ini ditinjau dari segi 

kepemilikan virtual property berdasarkan Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum 

Perdata di Indonesia. Karena pada dasarnya Real Money Trading ini menimbulkan 

kerugian terhadap developer selaku pemegang hak milik dari sebuah permainan 

online.  
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Hal inilah yang menjadi latar belakang dan mendorong penulis untuk membuat 

penelitian hukum dengan judul :  

ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA MENGENAI 

TRANSAKSI REAL MONEY TRADING TERKAIT 

KEPEMILIKAN VIRTUAL PROPERTY DALAM HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Untuk mengkaji judul tersebut akan dijelaskan analisa terhadap rumusan 

masalah yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian sebagai berikut :  

1. Bagaimana status Virtual Property menurut Hak Kekayaan Intelektual 

Indonesia? 

2. Bagaimana perikatan hukum antara pemain permainan 1 dengan pemain 

permainan 2 pada transaksi Real Money Trading dengan Virtual Property 

sebagai objek? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dan 

 manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis apakah penjualan kembali Virtual Property yang dilakukan 

pada transaksi Real Money Trading merupakan perbuatan yang sah secara 

hukum. 

1.4 TINJAUAN PUSTAKA  

A. Perjanjian 

Prof. Subekti, S.H dalam bukunya “Hukum Perjanjian” membedakan 

pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa 

hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan 

perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. 
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Suatu perjanjian yang dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk 

melakukan sesuatu sebagaimana menurut Subekti  

“... suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana 

pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang 

lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu” 

Sedangkan defenisi perjanjian menurut Subekti adalah Suatu perjanjian 

didefenisikan sebagai berikut : “... suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 

sesuatu hal.” 

Black’s Law Dictionary mengartikan suatu perjanjian sebagai 

berikut :“Hubungan antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban 

untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.” 

Dalam perikatan yang timbul karena perjanjian, pihak-pihak dengan sengaja 

dan bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana timbul hak dan 

kewajiban para pihak yang perlu diwujudkan. Hak dan kewajiban ini berupa 

prestasi. Pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak 

atas prestasi7. 

B. Hubungan Hukum 

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam 

hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak 

dan kewajiban pihak lain.8 . Hubungan hukum memiliki 3 unsur, yaitu :  

1. Adanya orang-orang yang/kewajiban saling berhadapan. 

2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut. 

3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau 

adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. 

                                                             
7 Ibid, hlm 13. 

8 R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, hlm 269, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.  
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3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya 

hubungan atas objek yang bersangkutan.9 

Syarat-syarat hubungan hukum adalah : 

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur  

 hubungan hukum itu, dan 

2. Timbulnya peristiwa hukum.10 

Real Money Trading merupakan suatu perbuatan dimana para pihak yang 

membuat persetujuan dimana para pihak memiliki kewajiban terhadap pihak yang 

lainnya. Salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan sebuah virtual property 

dan salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang atas virtual 

property tersebut. 

C. Virtual Property 

Virtual Property sering disebut juga sebagai virtual goods atau virtual objects. 

Virtual property dapat didefenisikan sebagai suatu objek ataupun benda yang 

bersifat tidak berwujud yang dapat diperjual belikan guna digunakan dalam 

komunitas game online atau permainan online 11. Sebagaimana disebutkan oleh 

David Nelmark, virtual property didefenisikan sebagai : “any property intererst 

that is both intangible and exclusionary”12 yang jika diterjemahkan berarti suatu 

properti yang bersifat tidak berwujud dan ekslusif. 

D. Real Money Trading 

Real Money Trading merupakan hal baru yang sampai saat ini merupakan hal 

yang belum jelas aturannya. Real Money Trading ini merupakan bentuk jual-beli 

terhadap virtual property dengan menggunakan mata uang asli. Dalam hal ini, 

                                                             
9 Ibid, hlm 271. 

10 Ibid. 

11 <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/virtual+goods>, diakses 23 Agustus 2018 Pukul 20.01 WIB 

12 https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=njtip, diakses 
15 maret 2019 Pukul 14.45 WIB. 

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=njtip
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virtual property diperlakukan sama selayaknya barang di dunia nyata. Padahal 

virtual property itu sendiri pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat maya, 

hanya dapat dilihat, namun tidak dapat disentuh.  

Penjualan virtual property oleh developer kepada para player bukanlah 

merupakan suatu hal yang dipermasalahkan. Permasalahan timbul ketika terjadi 

transaksi antara seoranag pemain dengan pemain lainnya di dalam suatu permainan 

online yang melakukan jual beli terhadap virtual property di dalam permainan 

online tersebut dengan menggunakan mata uang asli dunia nyata. Permasalahan 

yang timbul adalah kerugian yang dialami oleh pihak developer yang disebabkan 

oleh para player yang seharusnya membayar sejumlah uang kepada pihak developer 

untuk memperoleh virtual property tertentu akan membayar kepada player lainnya 

untuk mendapatkan virtual property tersebut. 

 1.5 METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti 

permasalahan mengenai transaksi Real Money Trading terkait kepemilikan virtual 

property adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penulis 

kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang 

hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber 

hukum tersier.13  

Alasan penulis menggunakan metode ini, karena penulis ingin mengkaji 

permasalahan mengenai transaksi Real Money Trading ini, terkait kepemilikan 

virtual property dari segi Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata Indonesia. 

Hak Kekayaan Intelektual dan Real Money Trading sendiri merupakan sebuah 

perjanjian jual beli dimana perjanjian pada dasarnya diatur dalam Buku III Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Masalah ini akan ditinjau berdasarkan 

                                                             
13 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 

2011 hlm.11 
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teori – teori, konsep – konsep, dan asas – asas yang ada di dalam bidang hukum. 

Untuk itulah, penelitian ini akan menggunakan data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari 

sumber yang telah ada, terkait objek yang diteliti. Data sekunder dapat berupa buku, 

catatan, bukti yang telah ada, peraturan perundang – undangan dan arsip baik yang 

 dipublikasikan secara umum atau tidak. Dalam hal penelitian ini, penulis akan 

menggunakan buku dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan 

dengan Hak Kekayaan Intelektual, Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar dari suatu perjanjian serta Peraturan 

Pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang dan rumusan 

masalah yang akan dikaji. 

BAB II : VIRTUAL PROPERTY DITINJAU DARI HAK KEKAYAAN 

INTELEKTUAL YANG BERLAKU DI INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas dari segi hak 

kekayaan intelektual yang berkaitan dengan Virtual Property. 

BAB III :  REAL MONEY TRADING SEBAGAI SEBUAH PERIKATAN 

DITINJAU DARI HUKUM PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA 

Pada bab ini penulis akan menguraikan teori-teori dan asas-asas mengenai 

perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia 

yang nantinya teori dan asas tersebut akan dikaitkan dengan transaksi Real Money 

Trading dengan virtual property sebagai objeknya. 

BAB IV : ANALISIS HUKUM PERDATA INDONESIA 

MENGENAI TRANSAKSI REAL MONEY TRADING TERKAIT 
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KEPEMILIKAN VIRTUAL PROPERTY DALAM HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL 

Pada bab ini penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana transaksi 

Real Money Trading terkait kepemilikan virtual property dalam hak kekayaan 

intelektual.  

BAB V : PENUTUP  

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan saran dari isi penulisan 

hukum ini. 
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